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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 tentang Cipta Kerja otomatis menjadi 

hukum yang berlaku setelah selesai dibacakan, hal ini dikarenakan sifat putusan 

MK yang final dan mengikat (final and binding) dan tidak ada upaya hukum 

atas Putusan MK. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa perizinan usaha 

(legalitas UMKM berupa NIB) yang diterbitkan sebelum dan sesudah adanya 

putusan MK memiliki kekuatan hukum dikarenakan UUCK masih berlaku dan 

mengikat di masyarakat (memiliki dasar hukum) sesuai amar Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 

Tahun 2023 tidak ada mengubah isi subtansi yang ada pada UCCK termasuk 

aturan turunannya, kecuali memperbaiki hal-hal yang sesuai dengan intruksi 

MK dalam putusannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diketahui bahwa NIB 

(legailitas UMKM) yang dikeluarkan sebelum adanya Perpu Cipta Kerja hingga 

disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai kekuatan hukum, hal 

ini dikarenakan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum OSS RBA 

masih berlaku, baik itu sebelum dan sesudah Perpu Cipta Kerja disahkan 
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menjadi UU. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juga telah memenuhi 4 (empat) syarat atau 

kiteria kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. 

B. SARAN 

 

1. Pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif sebagai pembuat undang-

undang haruslah memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan 

yang baik, tujuannya supaya undang-undang yang dibuat dapat berguna dan 

tidak melanggar hak-hak masyarakat seperti halnya yang terjadi pada UUCK. 

Pembentukan UUCK terbukti menimbulkan kontroversi di masyarakat 

sekaligus terbukti bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan MK 

Nomor 91/PUUXVIII/2020, akibatnya menimbulkan kebingungan di tengah-

tengah masyarakat terkhusus bagi pelaku usaha terkait status UUCK apakah 

masih berlaku atau tidak. Pemerintah perlu juga mengkaji ulang mengenai 

subtansi yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023) agar 

masyarakat terkhusus buruh (klaster ketenagakerjaan) merasa haknya dapat 

dijamin oleh UU. Partai Buruh tertanggal 15 April 2023 telah mengajukan uji 

formil dan uji materil ke MK hal ini tentu berdampak buruk terhadap 

keberlangsungan UU Nomor 6 Tahun 2023. 
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